
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 984, 2021 BIG. Penyelenggaraan. Informasi. Geospasial. 

Pencabutan.  

 
 

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2021   

TENTANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (9), 

Pasal 17 ayat (4), Pasal 76, Pasal 108 ayat (3), Pasal 110 ayat 

(3), dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657); 

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang 

Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 255); 
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3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi 

Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 827); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah 

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, 

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan 

manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas 

permukaan bumi. 

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG 

adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan 

yang berhubungan dengan ruang kebumian. 

3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat 

IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat 

dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan 

fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu 

yang relatif lama. 

4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat 

IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema 

tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 

5. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG 

Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan IGD. 
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6. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG 

Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang 

digunakan dalam pembuatan peta tematik. 

7. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol 

geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi. 

8. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya 

disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang 

digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. 

9. Peta Dasar adalah peta yang menampilkan informasi 

geospasial berupa permukaan bumi berikut objek-objek 

yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu 

lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian 

IGT. 

10. Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disebut Peta 

RBI adalah Peta Dasar yang memberikan informasi yang 

mencakup wilayah darat, pantai, dan laut. 

11. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan 

peralatan pengumpulan DG. 

12. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi. 

13. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut 

Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang 

membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang 

penyelenggaraan IGD. 

14. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga 

pemerintah nonkementerian. 

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan 

hukum. 

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok 

orang, atau Badan Usaha. 
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18. Penyelenggara IGT adalah Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang. 

19. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan 

karakteristik DG Dasar dan IGD. 

20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat. 

21. Global Navigation Satellite System yang selanjutnya 

disingkat GNSS adalah sistem penentuan posisi global 

berbasis pengamatan multi satelit navigasi. 

22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat pimpinan tinggi 

di Badan. 

 

Pasal 2 

Jenis IG terdiri atas: 

a. IGD; dan 

b. IGT. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) IGD diselenggarakan oleh Badan. 

(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Jaring Kontrol Geodesi; dan 

b. Peta Dasar. 

(3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan melalui kegiatan: 

a. pengumpulan DG Dasar; 

b. pengolahan DG Dasar dan IGD; 

c. penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD; 

d. penyebarluasan DG Dasar dan IGD; dan 

e. penggunaan IGD. 
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Pasal 4 

(1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan realisasi dari SRGI. 

(2) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. SRGI horizontal; dan  

b. SRGI vertikal. 

(3) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a digunakan sebagai acuan posisi horizontal dalam 

penyelenggaraan IGD. 

(4) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b digunakan sebagai acuan posisi vertikal dalam 

penyelenggaraan IGD. 

(5) Posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mencakup ketinggian dan kedalaman suatu titik. 

 

Pasal 5 

(1) Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf b terdiri atas unsur: 

a. garis pantai; 

b. hipsografi; 

c. perairan; 

d. nama rupabumi; 

e. batas wilayah; 

f. transportasi dan utilitas; 

g. bangunan dan fasilitas umum; dan 

h. penutup lahan. 

(2) Unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi unsur yang berada di wilayah darat, pantai, dan 

laut. 

 

Pasal 6 

(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf a terdiri atas: 

a. garis pantai pasang tertinggi; 

b. garis pantai muka laut rata-rata; dan 

c. garis pantai surut terendah. 
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(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada jaring kontrol vertikal nasional. 

(3) Jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan realisasi dari datum pasang 

surut pada SRGI vertikal. 

(4) Penentuan datum pasang surut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai SRGI. 

(5) Dalam hal jaring kontrol vertikal nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, garis pantai 

mengacu pada geoid. 

 

Pasal 7 

(1) Garis pantai pasang tertinggi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan 

datum pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama 

(Mean High Water Spring). 

(2) Dalam hal tidak dapat ditentukan berdasarkan datum 

pasang surut muka laut rata-rata tinggi purnama (Mean 

High Water Spring), garis pantai pasang tertinggi 

ditentukan berdasarkan indikasi kedudukan muka laut 

pada saat pasang tertinggi melalui interpretasi citra tegak 

resolusi tinggi, foto udara, dan/atau DG lain. 

 

Pasal 8 

Garis pantai muka laut rata-rata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan datum 

pasang surut muka laut rata-rata (Mean Sea Level). 

 

Pasal 9 

Garis pantai surut terendah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan datum 

pasang surut muka laut terendah secara astronomis (Lowest 

Astronomical Tide). 
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Pasal 10 

(1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan 

semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di 

permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar 

laut. 

(2) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. titik ketinggian dan titik kedalaman; dan 

b. kontur ketinggian dan kontur kedalaman. 

(3) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup wilayah darat, pantai, dan laut secara 

terintegrasi. 

(4) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu 

pada geoid. 

 

Pasal 11 

Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 

c merupakan kumpulan massa air yang terdapat di wilayah 

tertentu baik yang bersifat dinamis seperti antara lain laut 

dan sungai maupun statis seperti antara lain danau, waduk 

atau kolam. 

 

Pasal 12 

(1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan pada 

unsur rupabumi. 

(2) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. nama rupabumi unsur alami; dan 

b. nama rupabumi unsur buatan. 

(3) Penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf e meliputi: 

a. batas negara; dan 
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b. batas wilayah administrasi. 

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan berdasarkan dokumen yang mengikat 

secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah 

yang berwenang.  

(3) Dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat 

secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan batas wilayah sementara yang 

penggambarannya dibedakan dengan menggunakan 

simbol dan/atau warna khusus. 

 

Pasal 14 

(1) Batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. batas darat; dan  

b. batas maritim. 

(2) Batas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan batas antara Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan negara tetangga yang bersebelahan di 

darat. 

(3) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan batas antara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan negara tetangga yang 

bersebelahan dan berseberangan di laut. 

(4) Batas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas: 

a. batas laut teritorial; 

b. batas zona tambahan; 

c. batas zona ekonomi eksklusif; dan 

d. batas landas kontinen. 

 

Pasal 15 

Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. batas provinsi; 

b. batas kabupaten/kota; 

c. batas kecamatan; dan 
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d. batas desa/kelurahan. 

 

Pasal 16 

Transportasi dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf f merupakan prasarana fisik untuk 

perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain. 

 

Pasal 17 

Bangunan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan objek buatan manusia dan 

berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan. 

 

Pasal 18 

Penutup lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf h merupakan penampakan area tutupan di atas 

permukaan bumi yang terdiri atas: 

a. bentang alam; dan/atau 

b. bentang buatan. 

 

Bagian Kedua 

Pengumpulan Data Geospasial Dasar 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 19 

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan proses atau cara 

untuk mendapatkan DG Dasar yang dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG 

Dasar. 

(2) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. 
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Pasal 20 

(1) DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

merupakan DG yang digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. 

(2) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Jaring 

Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; 

b. data pengamatan GNSS; 

c. data pengukuran gayaberat; dan/atau 

d. data pengamatan pasang surut.  

(3) DG Dasar yang digunakan untuk pembuatan Peta Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. data pengukuran jarak, sudut, dan/atau beda tinggi; 

b. data pengamatan GNSS; 

c. stereo model; 

d. citra tegak resolusi tinggi;  

e. data ketinggian dan data kedalaman; dan/atau 

f. digital elevation model berupa digital surface model 

dan digital terrain model. 

 

Pasal 21 

(1) Pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dilakukan dengan: 

a. survei, pengukuran, dan/atau pengamatan 

menggunakan metode dan instrumen pengumpulan 

DG Dasar; 

b. mengolah data hasil survei, pengukuran dan/atau 

pengamatan yang menggunakan metode dan 

instrumen pengumpulan DG Dasar; dan/atau 

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(2) Instrumen pengumpulan DG Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan 

pada: 

a. wahana darat; 

b. wahana air; 
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c. wahana udara; atau 

d. wahana angkasa. 

(3) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 

madya yang membidangi urusan IGD. 

 

Pasal 22 

Pengumpulan DG Dasar pada wahana darat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan 

menggunakan satu atau lebih instrumen pengumpulan DG 

Dasar yang meliputi: 

a. perangkat GNSS geodetik; 

b. sensor lidar;  

c. gravimeter; dan/atau 

d. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya. 

 

Pasal 23 

Pengumpulan DG Dasar pada wahana air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri 

atas: 

a. perangkat GNSS geodetik; 

b. echosounder; 

c. automatic water level recorder;  

d. gravimeter; dan/atau 

e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya. 

 

Pasal 24 

Pengumpulan DG Dasar pada wahana udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri 

atas: 

a. perangkat GNSS geodetik; 

b. kamera udara metrik; 

c. kamera udara nonmetrik; 

d. sensor lidar;  
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e. sensor radar;  

f. airborne gravimeter; dan/atau 

g. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya. 

 

Pasal 25 

Pengumpulan DG Dasar pada wahana angkasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pengumpulan DG Dasar yang terdiri 

atas: 

a. sensor optis;  

b. sensor radar;  

c. sensor lidar;  

d. sensor gayaberat; dan/atau 

e. instrumen pengumpulan DG Dasar lainnya. 

 

Paragraf 2 

Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar 

 

Pasal 26 

(1) Pengumpulan DG Dasar harus dilaksanakan sesuai 

dengan standar pengumpulan DG Dasar. 

(2) Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. spesifikasi teknis DG Dasar; dan 

b. prosedur pengumpulan DG Dasar. 

(3) Standar pengumpulan DG Dasar untuk Jaring Kontrol 

Geodesi meliputi standar: 

a. pengamatan GNSS menggunakan continuously 

operating reference station pada Jaring Kontrol 

Geodesi; 

b. survei GNSS episodik pada Jaring Kontrol Geodesi; 

c. pengukuran gayaberat pada Jaring Kontrol Geodesi; 

d. survei gayaberat terestris; 

e. survei gayaberat airborne; 

f. survei pengukuran sipat datar; 

g. pengamatan pasang surut; dan 
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h. pengumpulan DG Dasar lainnya untuk pembuatan 

Jaring Kontrol Geodesi. 

(4) Standar pengumpulan DG Dasar untuk Peta Dasar 

meliputi standar: 

a. survei udara menggunakan kamera udara metrik; 

b. survei udara menggunakan kamera udara 

nonmetrik; 

c. survei udara menggunakan sensor lidar; 

d. survei udara menggunakan sensor radar; 

e. penyediaan citra satelit tegak resolusi tinggi; 

f. survei batimetri menggunakan echosounder; 

g. survei batimetri menggunakan sensor lidar; 

h. satellite derived bathymetry; 

i. survei terestris garis pantai; 

j. survei batas wilayah; dan 

k. pengumpulan DG Dasar lainnya untuk pembuatan 

Peta Dasar.  

(5) Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(6) Standar pengumpulan DG Dasar lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf k 

ditetapkan oleh Kepala Badan. 

 

Bagian Ketiga 

Pengolahan Data Geospasial Dasar dan 

Informasi Geospasial Dasar 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 27 

(1) Pengolahan DG Dasar dan IGD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan proses atau 

tata cara mengolah DG Dasar menjadi IGD. 

(2) Pengolahan DG Dasar dan IGD meliputi: 

a. pemrosesan DG Dasar; dan 
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b. penyajian IGD. 

 

Paragraf 2 

Pemrosesan Data Geospasial Dasar 

 

Pasal 28 

Pemrosesan DG Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. pemrosesan DG Dasar untuk membuat Jaring Kontrol 

Geodesi; dan  

b. pemrosesan DG Dasar untuk membuat Peta Dasar. 

 

Pasal 29 

Pemrosesan DG Dasar untuk membuat Jaring Kontrol Geodesi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan 

dengan: 

a. melakukan perhitungan koordinat dengan mengacu pada 

standar internasional dan diikatkan pada data Jaring 

Kontrol Geodesi global; 

b. menyimpan data dalam format yang mengacu pada 

standar internasional; dan 

c. menyertakan Metadata yang memuat paling sedikit tahun 

pembuatan, sumber data, dan informasi kualitas. 

 

Pasal 30 

(1) Pemrosesan DG Dasar untuk membuat Peta Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b 

dilaksanakan dengan: 

a. pelaksanaan ekstraksi aspek geometri unsur Peta 

Dasar;  

b. pembangunan basis data unsur Peta Dasar; dan 

c. pembuatan Metadata unsur Peta Dasar. 

(2) Pelaksanaan ekstraksi aspek geometri unsur Peta Dasar 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan: 

a. interpretasi secara manual dan/atau otomatis; 

dan/atau 
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b. pemodelan. 

(3) Pembangunan basis data unsur Peta Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan: 

a. menggunakan katalog unsur Peta Dasar; 

b. memastikan geometri unsur Peta Dasar sesuai 

dengan kaidah topologi; dan 

c. menambahkan informasi atribut dari hasil 

pengumpulan data di lapangan dan/atau data 

sekunder. 

(4) Pembuatan Metadata unsur Peta Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

sesuai dengan standar nasional Indonesia mengenai 

Metadata.  

 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemrosesan DG 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang membidangi urusan IGD. 

 

Paragraf 3 

Penyajian Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 32 

Penyajian IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 

huruf b terdiri dari: 

a. penyajian Jaring Kontrol Geodesi; dan 

b. penyajian Peta Dasar. 

 

Pasal 33 

(1) Penyajian Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit memuat nilai: 

a. koordinat kartesian geosentrik 3 (tiga) dimensi; 

b. koordinat geodetik; 

c. kecepatan pergeseran koordinat sebagai fungsi 

waktu; 

d. tinggi orthometrik; dan 

e. nilai gayaberat. 
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(2) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disajikan dalam format: 

a. digital; dan 

b. analog. 

(3) Penyajian Jaring Kontrol Geodesi dalam format digital 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan dalam bentuk layanan aplikasi berbasis 

web. 

(4) Penyajian Jaring Kontrol Geodesi dalam format analog 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan dalam bentuk daftar koordinat titik kontrol 

geodesi. 

 

Pasal 34 

(1) Penyajian Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 huruf b dilaksanakan dalam bentuk: 

a. digital; dan 

b. analog. 

(2) Penyajian Peta Dasar dalam bentuk digital sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. peta digital 2 (dua) dimensi;  

b. peta digital 3 (tiga) dimensi; 

c. peta interaktif; 

d. peta multimedia; 

e. model 3 (tiga) dimensi; 

f. aplikasi berbasis web; 

g. aplikasi berbasis seluler; 

h. web services; dan/atau 

i. penyajian Peta Dasar dalam bentuk digital lainnya. 

(3) Penyajian Peta Dasar dalam bentuk analog sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: 

a. peta cetak; dan/atau 

b. penyajian Peta RBI dalam bentuk analog lainnya. 

(4) Penyajian Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis 

penyajian dan standar kartografi Peta RBI. 
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(5) Pedoman teknis penyajian dan standar kartografi Peta 

RBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang membidangi urusan 

IGD. 

 

Bagian Keempat 

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial Dasar 

dan Informasi Geospasial Dasar 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 35 

Penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c 

merupakan cara menempatkan DG Dasar dan IGD pada 

tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk 

menjamin ketersediaan IGD. 

 

Pasal 36 

Penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi: 

a. data hasil pengumpulan DG Dasar; 

b. DG Dasar; 

c. IGD; dan 

d. data dan informasi lainnya yang terkait. 

 

Paragraf 2 

Penyimpanan Data Geospasial Dasar dan Informasi 

Geospasial Dasar 

 

Pasal 37 

Penyimpanan DG Dasar dan IGD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 dilakukan: 

a. dalam sistem penyimpanan DG Dasar dan IGD; dan 

b. dengan prasarana dan sarana berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 
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Pasal 38 

(1) Sistem penyimpanan DG Dasar dan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan sistem 

penyimpanan dalam suatu lingkungan komputasi yang 

terisolasi, terpisah, dan berbeda sesuai dengan tujuan 

penyimpanan. 

(2) Lingkungan komputasi yang terisolasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. lingkungan pengembangan sistem penyimpanan DG 

Dasar dan IGD; 

b. lingkungan pengujian sistem penyimpanan DG 

Dasar dan IGD; 

c. lingkungan produksi DG Dasar dan IGD; dan 

d. lingkungan penyebarluasan DG Dasar dan IGD. 

 

Pasal 39 

(1) Prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf b harus memenuhi persyaratan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. tempat dan lokasi penyimpanan yang aman dan 

tidak membahayakan keberadaan DG Dasar dan 

IGD yang disimpan; 

b. kontrol lingkungan ruang penyimpanan yang 

disesuaikan dengan jenis DG Dasar dan IGD yang 

disimpan; dan 

c. pencegahan dan perlindungan terhadap potensi 

bahaya yang dapat mengakibatkan rusak atau 

hilangnya DG Dasar dan IGD. 

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. ruang penyimpanan; 

b. perangkat pendukung ruang penyimpanan berupa 

pengatur suhu dan kelembaban; 
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c. perangkat pengamanan ruang penyimpanan berupa 

perangkat autentikasi akses dan pemadam 

kebakaran; 

d. sistem pengelolaan ruang penyimpanan; 

e. ruang perawatan dan pemulihan; 

f. ruang pelayanan; dan 

g. ruang alih media. 

(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. media penyimpanan DG Dasar dan IGD; 

b. media penyimpanan duplikat DG Dasar dan IGD 

digital; 

c. perangkat lunak penyimpanan untuk DG Dasar dan 

IGD digital; 

d. sistem dan aplikasi antarmuka pengelolaan basis 

data geospasial; 

e. perangkat perawatan dan pemulihan; 

f. perangkat dan aplikasi alih media data analog ke 

digital;  

g. sistem pengelolaan basis data dan aplikasi 

pengelolaan katalog; dan/atau 

h. sistem manajemen pengguna. 

 

 

Pasal 40 

Media penyimpanan DG Dasar dan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a terdiri atas: 

a. media penyimpanan digital; dan 

b. media penyimpanan analog. 

 

Pasal 41 

(1) Media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk DG Dasar dan 

IGD yang berbentuk digital. 

(2) Media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. komputer; 

b. server; 
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c. storage; 

d. tape; 

e. media penyimpanan berbasis cloud; dan/atau 

f. bentuk media penyimpanan digital lainnya. 

 

Pasal 42 

(1) Media penyimpanan analog sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk DG Dasar dan 

IGD yang berbentuk analog. 

(2) Media penyimpanan analog sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain berupa lemari, rak, dan/atau media 

penyimpanan analog lainnya. 

(3) DG Dasar dan IGD yang disimpan dalam media 

penyimpanan analog sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus dilakukan penataan melalui penempatan 

indeks, pelabelan, dan pencantuman Metadata dan/atau 

riwayat data. 

 

Paragraf 3 

Pengamanan Data Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial 

Dasar 

 

Pasal 43 

(1) Pengamanan DG Dasar dan IGD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 merupakan upaya untuk melindungi DG 

Dasar dan IGD dari berbagai hal yang dapat 

menghilangkan, merusak dan/atau tindakan yang tidak 

diinginkan dari pengguna yang tidak berhak. 

(2) Pengamanan DG Dasar dan IGD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. DG Dasar dan IGD; dan 

b. sarana dan prasarana penyimpanan DG Dasar dan 

IGD.  

 

Pasal 44 

(1) Pengamanan DG Dasar dan IGD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi: 
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a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan logic; dan 

c. pengamanan administratif. 

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui: 

a. kendali terhadap akses ruang penyimpanan, 

pemasangan teralis, kunci ganda, pemasangan 

kamera pengawas, dan peralatan pengamanan fisik 

lainnya; dan 

b. membuat duplikat penyimpanan DG Dasar dan IGD 

yang sinkron dengan penyimpanan utama pada 

lokasi penyimpanan yang berbeda. 

(3) Duplikat penyimpanan DG Dasar dan IGD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. replikasi basis data; 

b. disk to disk backup; 

c. disk to tape backup; dan/atau 

d. data center to disaster recovery center backup. 

(4) Pengamanan logic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan melalui penggunaan kode enkripsi dan 

perubahannya yang terdokumentasikan serta memenuhi 

aspek kerahasiaan, keutuhan, autentikasi, dan 

nirpenyangkalan. 

(5) Pengamanan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan melalui penerapan proses 

administrasi untuk menjamin keabsahan DG Dasar dan 

IGD dengan mengacu pada kebijakan, standar, dan 

prosedur operasional pengamanan DG Dasar dan IGD 

yang dikecualikan atau informasi berklasifikasi. 
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Paragraf 4 

Pengaksesan Kembali 

 

Pasal 45 

(1) DG Dasar dan IGD yang telah disimpan harus dapat 

diakses kembali oleh pengguna sesuai dengan hak akses 

yang dimiliki. 

(2) Sistem pengaksesan kembali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sistem pengaksesan kembali untuk DG Dasar dan 

IGD digital; dan 

b. sistem pengaksesan kembali untuk DG Dasar dan 

IGD analog. 

(3) Sistem Pengaksesan kembali untuk DG Dasar dan IGD 

digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

mengacu pada sistem manajemen pengguna. 

(4) Sistem pengaksesan kembali untuk DG Dasar dan IGD 

analog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan dalam bentuk katalog, sistem informasi, 

dan/atau lemari penyimpanan yang terorganisasi. 

 

Bagian Kelima 

Penyebarluasan Data Geospasial Dasar  

dan Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 46 

(1) Penyebarluasan DG Dasar dan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan 

kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan 

pertukaran DG Dasar dan IGD. 

(2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi 

publik. 
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Pasal 47 

Penyebarluasan DG Dasar dan IGD dilakukan terhadap DG 

Dasar dan IGD yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. 

 

Pasal 48 

(1) Penyebarluasan DG Dasar dan IGD dilakukan melalui 

media elektronik dan/atau media cetak. 

(2) Penyebarluasan DG Dasar dan IGD melalui media 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui Jaringan IG nasional. 

(3) Penyebarluasan DG Dasar dan IGD melalui media cetak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar 

koordinat Jaring Kontrol Geodesi dan/atau Peta Dasar 

dalam format analog.  

 

Bagian Keenam 

Penggunaan Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 49 

(1) Penggunaan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

antara lain untuk: 

a. acuan dalam pembuatan IGT; 

b. acuan dalam integrasi IGT; 

c. latar belakang dan orientasi dalam menyajikan IGT; 

d. analisis geospasial dalam proses pengambilan 

keputusan; dan/atau 

e. bentuk penggunaan IGD lainnya. 

 

Bagian Ketujuh 

Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 50 

(1) Pemutakhiran IGD diselenggarakan oleh Badan. 
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(2) Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan terhadap: 

a. Jaring Kontrol Geodesi; dan/atau 

b. Peta Dasar. 

(3) Pemutakhiran IGD dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu atau sewaktu-waktu. 

 

Pasal 51 

(1) Pemutakhiran IGD dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 

dilaksanakan paling cepat setiap 1 (satu) tahun dan 

paling lambat setiap 5 (lima) tahun. 

(2) Pemutakhiran IGD dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

bagian IGD yang mengalami perubahan berdasarkan 

identifikasi kebutuhan pemutakhiran. 

(3) Identifikasi kebutuhan pemutakhiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengumpulan 

DG Dasar dan/atau tanpa pengumpulan DG Dasar. 

 

Pasal 52 

(1) Pemutakhiran IGD sewaktu-waktu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dilaksanakan dalam 

hal: 

a. terjadi peristiwa tertentu yang berakibat berubahnya 

IGD dalam suatu wilayah dan mempengaruhi pola 

dan struktur kehidupan masyarakat; atau 

b. tersedianya IGD di wilayah yang sama dengan skala 

yang lebih besar atau ketelitian yang lebih tinggi. 

(2) Pemutakhiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh pada 

wilayah terdampak yang mengalami perubahan IGD. 

 

Pasal 53 

(1) Pemutakhiran Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilaksanakan 

pada sebagian atau keseluruhan dari: 
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a. nilai unsur Jaring Kontrol Geodesi; 

b. sarana fisik Jaring Kontrol Geodesi; dan/atau  

c. SRGI. 

(2) Pemutakhiran nilai unsur Jaring Kontrol Geodesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

terhadap: 

a. nilai koordinat horizontal; 

b. nilai koordinat vertikal atau tinggi; dan/atau 

c. nilai gayaberat. 

(3) Pemutakhiran sarana fisik Jaring Kontrol Geodesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

terhadap: 

a. pilar titik kontrol geodesi; dan/atau 

b. sarana fisik dan peralatan stasiun pengamatan 

geodetik. 

(4) Pemutakhiran SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan melalui pembaruan definisi dan 

pelabelan SRGI. 

 

Pasal 54 

Pemutakhiran Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (2) huruf b dilakukan pada sebagian atau keseluruhan 

dari: 

a. nilai koordinat; dan/atau 

b. unsur Peta Dasar. 

 

Pasal 55 

(1) Pemutakhiran nilai koordinat Peta Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan apabila 

terjadi pemutakhiran SRGI atau kejadian yang 

mengakibatkan nilai koordinat semua unsur Peta Dasar 

di wilayah tertentu berubah. 

(2) Pemutakhiran nilai koordinat Peta Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

transformasi nilai koordinat. 
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Pasal 56 

(1) Pemutakhiran unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 huruf b dilakukan dalam hal terjadi 

perubahan pada unsur Peta Dasar. 

(2) Perubahan pada unsur Peta Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. posisi; 

b. bentuk geometris; dan/atau 

c. informasi atribut. 

Pasal 57 

(1) Penyelenggara IGT dapat memberikan masukan 

kebutuhan pemutakhiran IGD kepada Badan. 

(2) Pelaksanaan pemberian masukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan IGT. 

 

Pasal 58 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 49 berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran IGD. 

 

Bagian Kedelapan 

Penetapan Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 59 

(1) Penetapan IGD dilakukan oleh Kepala Badan. 

(2) Penetapan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap: 

a. IGD baru hasil penyelenggaraan; 

b. IGD hasil pemutakhiran sewaktu-waktu; dan 

c. IGD hasil pemutakhiran dalam jangka waktu 

tertentu. 

(3) Penetapan IGD baru hasil penyelenggaraan dan IGD hasil 

pemutakhiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan IGD di 

wilayah tertentu dinyatakan selesai. 
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(4) Penetapan IGD hasil pemutakhiran dalam jangka waktu 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah 

pemutakhiran IGD dinyatakan selesai. 

 

Bagian Kesembilan 

Pemenuhan Informasi Geospasial Dasar yang Belum Tersedia 

oleh Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 60 

(1) Dalam hal IGD belum tersedia, Penyelenggara IGT dapat 

memenuhi kebutuhan IGD dengan cara: 

a. menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah 

dibuat untuk kepentingan sendiri; atau 

b. bekerja sama dengan Badan dalam membuat IGD 

untuk kepentingan sendiri dengan mengikuti 

standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh 

Badan. 

(2) Penggunaan IGD dan pembuatan IGD oleh Penyelenggara 

IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat persetujuan Badan. 

(3) Perolehan persetujuan Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: 

a. penyampaian permohonan persetujuan oleh 

pemohon; dan 

b. pemberian persetujuan oleh Badan. 

 

Pasal 61 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tahapan perolehan 

persetujuan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 ayat (3), dibentuk tim terpadu. 

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Badan. 
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(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang 

membidangi urusan IGT. 

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bertugas: 

a. melakukan verifikasi terhadap dokumen 

permohonan persetujuan; dan 

b. memberikan rekomendasi pemberian persetujuan 

Badan. 

 

Paragraf 2 

Permohonan Persetujuan  

 

Pasal 62 

(1) Untuk memperoleh persetujuan Badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60, Penyelenggara IGT 

mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala 

Badan. 

(2) Permohonan persetujuan Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan secara luring atau daring. 

(3) Permohonan persetujuan Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) untuk penggunaan IGD yang paling sesuai 

yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri harus 

dilengkapi dengan paling sedikit: 

a. surat permohonan yang memuat informasi 

narahubung yang dapat dihubungi; 

b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat;  

c. cakupan area pembuatan IGT; dan 

d. IGD yang akan digunakan disertai dengan metadata 

yang paling sedikit memuat informasi tentang tahun 

pembuatan, sumber data, metode pembuatan, dan 

informasi kualitas. 

(4) Permohonan persetujuan Badan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) untuk pembuatan IGD untuk kepentingan 

sendiri harus dilengkapi dengan paling sedikit: 

a. surat permohonan yang memuat informasi 

narahubung yang dapat dihubungi; 
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b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat; dan 

c. cakupan area pembuatan IGT. 

 

Pasal 63 

(1) Tim terpadu melaksanakan verifikasi terhadap 

permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memeriksa dokumen permohonan 

persetujuan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen 

yang telah ditetapkan. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak 

permohonan persetujuan diterima. 

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memuat: 

a. permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan 

benar; atau 

b. permohonan persetujuan dinyatakan tidak lengkap 

dan/atau tidak benar disertai dengan keterangan 

dokumen yang perlu dilengkapi dan/atau diperbaiki. 

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh tim terpadu kepada pemohon 

persetujuan. 

 

Pasal 64 

Dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan 

benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a, 

maka pemohon persetujuan diberikan tanda terima 

permohonan persetujuan. 

 

Pasal 65 

(1) Dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan tidak 

lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b, pemohon persetujuan 

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen 

permohonan persetujuan sesuai hasil verifikasi.  
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(2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki dapat 

disampaikan kepada Badan untuk diverifikasi. 

 

Paragraf 3 

Pemberian Persetujuan  

 

Pasal 66 

(1) Pemberian persetujuan penggunaan IGD yang pernah 

dibuat untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 

10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan 

persetujuan dinyatakan lengkap. 

(2) Pemberian persetujuan pembuatan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilaksanakan 

paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan 

persetujuan dinyatakan lengkap. 

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan (2) dilaksanakan melalui tahapan: 

a. penelaahan substansi; 

b. penyampaian rekomendasi; dan 

c. penyampaian pernyataan menyetujui atau tidak 

dapat menyetujui terhadap permohonan 

persetujuan.  

 

Pasal 67 

(1) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan 

jenis permohonan persetujuan. 

(2) Penelahaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh tim terpadu. 

 

Pasal 68 

(1) Penelahaan substansi untuk permohonan persetujuan 

penggunaan IGD yang pernah dibuat untuk kepentingan 

sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 
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huruf a dilakukan dengan memeriksa IGD yang pernah 

dibuat untuk kepentingan sendiri dengan: 

a. standar dan spesifikasi teknis pembuatan IGD; dan 

b. spesifikasi IGT yang akan dibuat. 

(2) Dalam hal hasil penelahaan substansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: 

a. spesifikasi teknis IGD setara atau lebih baik dari 

spesifikasi teknis pembuatan IGD dari Badan; atau 

b. spesifikasi teknis IGD memenuhi spesifikasi teknis 

IGT yang akan dibuat, 

tim terpadu menerbitkan rekomendasi berupa 

menyetujui atau tidak dapat menyetujui terhadap 

permohonan persetujuan. 

    

Pasal 69 

(1) Penelahaan substansi untuk permohonan persetujuan 

pembuatan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan memeriksa IGD yang 

pernah dibuat untuk kepentingan sendiri dengan: 

a. spesifikasi dan lokasi rencana pembuatan IGD; dan 

b. spesifikasi IGT yang akan dibuat dengan keberadaan 

IGD yang tersedia dan/atau yang akan dibuat oleh 

Badan. 

(2) Dalam hal hasil penelahaan substansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: 

a. spesifikasi teknis IGD yang akan dibuat setara atau 

lebih baik dari spesifikasi teknis pembuatan IGD 

dari Badan, dan 

b. spesifikasi teknis IGD yang akan dibuat memenuhi 

spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat, 

tim terpadu menerbitkan rekomendasi berupa 

menyetujui atau tidak dapat menyetujui terhadap 

permohonan persetujuan. 

 

Pasal 70 

Tim terpadu menyampaikan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) 
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kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang membidangi 

urusan IGT. 

 

Pasal 71 

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70, Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang yang 

membidangi urusan IGT, atas nama Kepala Badan, 

menyampaikan pernyataan menyetujui atau tidak dapat 

menyetujui terhadap permohonan persetujuan kepada 

pemohon persetujuan.  

(2) Dalam hal permohonan persetujuan dinyatakan tidak 

dapat disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka penyampaian pernyataan harus disertai dengan 

alasan dan/atau saran tindak lanjut. 

 

Pasal 72 

(1) Badan memberikan pendampingan dalam pembuatan 

IGD oleh Penyelenggara IGT yang telah mendapat 

persetujuan pembuatan IGD. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa bimbingan teknis dan supervisi selama 

pembuatan IGD berlangsung. 

(3) Penyelenggara IGT yang telah menyelesaikan pembuatan 

IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menyerahkan salinan DG Dasar dan IGD kepada Badan. 

 

Pasal 73 

Badan dapat menggunakan dan menyebarluaskan: 

a. IGD yang telah dibuat sendiri untuk kepentingan sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a 

dan telah mendapat persetujuan dari Badan; dan 

b. IGD hasil kerja sama dengan Badan untuk kepentingan 

sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 

huruf b dan telah mendapat persetujuan dari Badan. 
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Bagian Kesepuluh 

Pelibatan Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik dalam 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 74 

(1) Dalam penyelenggaraan IGD, Badan dapat melibatkan 

Penyelenggara IGT. 

(2) Pelibatan Penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan salah satu upaya untuk 

melakukan percepatan penyediaan IGD yang mutakhir 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. 

(3) Pelibatan Penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan: 

a. menyerahkan salinan DG Dasar dan/atau IGD yang 

pernah dibuat untuk kepentingan sendiri kepada 

Badan; 

b. bekerja sama dengan Penyelenggara IGT dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan IGD;  

c. pemetaan partisipatif; dan/atau 

d. menyampaikan informasi adanya perubahan kondisi 

IGD yang perlu dimutakhirkan. 

 

Paragraf 2 

Penyerahan Salinan Data Geospasial Dasar dan/atau 

Informasi Geospasial Dasar yang Pernah Dibuat untuk 

Kepentingan Sendiri 

 

Pasal 75 

(1) Penyerahan Salinan DG Dasar dan/atau IGD yang 

pernah dibuat untuk kepentingan sendiri sebagaimana 

dimaksud dalam 74 ayat (3) huruf a disertai dengan 

Metadata yang paling sedikit memuat informasi tentang 

tahun pembuatan, sumber data, dan metode pembuatan. 
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(2) Penyerahan salinan DG Dasar dan/atau IGD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan 

secara daring dan/atau luring. 

(3) Terhadap salinan DG Dasar dan/atau IGD yang 

diserahkan, Badan melakukan: 

a. validasi untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap 

spesifikasi teknis DG Dasar dan IGD; 

b. perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas sehingga dapat memenuhi spesifikasi teknis 

DG Dasar dan IGD;  

c. integrasi dengan DG Dasar dan IGD yang tersedia 

pada Badan; dan/atau 

d. penyebarluasan DG Dasar dan IGD. 

 

Pasal 76 

(1) Badan dapat memberikan insentif kepada Penyelenggara 

IGT yang menyerahkan salinan DG Dasar dan/atau IGD 

yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri kepada 

Badan. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. penghargaan; 

b. pemberian penyuluhan; 

c. pemberian pelatihan; dan/atau 

d. pendampingan dalam penyelenggaraan IG.  

 

Paragraf 3 

Kerja Sama antara Penyelenggara Informasi Geospasial 

Tematik dengan Badan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Informasi Geospasial Dasar 

 

Pasal 77 

(1) Pelaksanaan kerja sama dengan Penyelenggara IGT 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan IGD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b harus 

mengacu pada rencana induk penyelenggaraan IG. 
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(2) Penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; 

b. Badan Usaha milik negara;  

c. Badan Usaha; 

d. kelompok orang; dan/atau 

e. orang perseorangan. 

 

Pasal 78 

(1) Kerja sama antara Badan dengan Instansi Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian kerja sama. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 79 

(1) Kerja sama antara Badan dengan Badan Usaha milik 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan melalui kerja sama antara 

pemerintah pusat dengan Badan Usaha milik negara. 

(2) Kerja sama antara pemerintah pusat dengan Badan 

Usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 80 

(1) Kerja sama antara Badan dengan Badan Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c 

dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. 

(2) Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 81 

(1) Kerja sama antara Badan dengan kelompok orang 

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

ayat (2) huruf d dilakukan melalui kerja sama swakelola. 

(2) Kerja sama swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 82 

(1) Kerja sama antara Badan dengan orang perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e 

dilakukan terhadap orang perseorangan yang 

menjalankan usaha bidang IG dengan kategori usaha 

kecil. 

(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang 

tersertifikasi bidang IG. 

(3) Tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesi 

surveyor dan/atau profesi geografer.  

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Paragraf 4 

Pemetaan Partisipatif 

 

Pasal 83 

(1) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan pemetaan 

yang meliputi pengumpulan DG dan pengolahan DG dan 

IG untuk menghasilkan IG tertentu yang melibatkan 

masyarakat setempat, kelompok masyarakat dan/atau 

komunitas tertentu.  

(2) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan: 

a. sosialisasi ide pemetaan; 
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b. diskusi/musyawarah untuk perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan; 

c. menuangkan hasil diskusi/musyawarah dalam 

bentuk peta atau dokumen lainnya; dan/atau 

d. finalisasi hasil pemetaan partisipatif berupa antara 

lain peta, dokumen kesepakatan atau dokumen 

lainnya. 

  

Pasal 84 

(1) Badan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan partisipatif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1). 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. diskusi kelompok terpumpun; 

b. pelatihan; 

c. bimbingan teknis; dan/atau 

d. pendampingan. 

 

Paragraf 5 

Supervisi, Verifikasi dan Validasi 

 

Pasal 85 

(1) Badan melaksanakan supervisi, verifikasi dan/atau 

validasi terhadap hasil pelaksanaan pelibatan 

Penyelenggara IGT dalam penyelenggaraan IGD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3). 

(2) Supervisi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan 

Tinggi madya yang membidangi urusan IGT.  

(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang 

ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya yang 

membidangi urusan IGD.  
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Paragraf 6 

Informasi Geospasial Dasar Hasil Pelibatan Penyelenggara 

Informasi Geospasial Tematik 

 

Pasal 86 

(1) IGD yang dihasilkan dari pelibatan Penyelenggara IGT 

dalam penyelenggaraan IGD digunakan oleh Badan 

untuk meningkatkan ketersediaan IGD dan/atau 

memutakhirkan IGD. 

(2) Badan menyebarluaskan IGD hasil pelibatan 

Penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 87 

(1) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

diselenggarakan oleh: 

a. Instansi Pemerintah;  

b. Pemerintah Daerah;   

c. Badan Usaha; 

d. kelompok orang; atau  

e. orang perseorangan. 

(2) Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui kegiatan: 

a. pengumpulan DG Tematik; 

b. pengolahan DG Tematik dan IGT; 

c. penyimpanan dan pengamanan DG Tematik dan 

IGT; 

d. penyebarluasan DG Tematik dan IGT; dan 

e. penggunaan IGT. 
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Pasal 88 

(1) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib 

mengacu pada IGD. 

(2) Pengacuan pada IGD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan: 

a. menggunakan Jaring Kontrol Geodesi sebagai acuan 

posisi dalam pengumpulan DG Tematik; 

b. menggunakan sistem koordinat sebagaimana 

didefinisikan dalam SRGI; 

c. menggunakan sistem referensi vertikal sebagai 

acuan tinggi atau kedalaman sebagaimana 

didefinisikan dalam SRGI; dan 

d. menggunakan unsur Peta Dasar sebagai acuan 

dalam pembuatan IGT. 

(3) Unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d mencakup kesesuaian posisi, bentuk geometris, 

dan informasi atribut.  

 

Pasal 89 

(1) Dalam hal terdapat IGD yang paling mutakhir, 

Penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan IGD yang paling 

mutakhir. 

(2) Penyelarasan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sebelum atau setelah penetapan IGD yang 

paling mutakhir. 

(3) IGT yang memiliki status hukum yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap 

berlaku sampai adanya penetapan baru terhadap IGT 

yang sudah diselaraskan dengan IGD yang paling 

mutakhir. 
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Bagian Kedua 

Pengumpulan Data Geospasial Tematik 

 

Pasal 90 

(1) Pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 87 ayat (2) huruf a merupakan proses atau cara 

untuk mendapatkan DG Tematik yang dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG. 

(2) Pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar 

pengumpulan DG Tematik. 

(3) Standar pengumpulan DG Tematik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara 

IGT sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam menetapkan standar pengumpulan DG Tematik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara IGT 

harus melibatkan Badan. 

 

Bagian Kedua 

Pengolahan Data Geospasial Tematik dan Informasi 

Geospasial Tematik 

 

Pasal 91 

(1) Pengolahan DG Tematik dan IGT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan proses atau 

tata cara mengolah DG Tematik menjadi IGT. 

(2) Pengolahan DG Tematik dan IGT meliputi: 

a. pemrosesan DG Tematik; dan 

b. penyajian IGT. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan DG Tematik 

dan IGT diatur oleh Penyelenggara IGT sesuai tugas, 

fungsi dan/atau kewenangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial Tematik dan 

Informasi Geospasial Tematik 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 92 

Penyimpanan dan pengamanan DG Tematik dan IGT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c 

merupakan cara menempatkan DG Tematik dan IGT pada 

tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk 

menjamin ketersediaan IG. 

 

Pasal 93 

(1) Penyimpanan dan pengamanan DG Tematik dan IGT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi: 

a. data hasil pengumpulan DG Tematik; 

b. DG Tematik; 

c. IGT; dan 

d. data dan informasi lainnya yang terkait. 

 

Paragraf 2 

Penyimpanan Data Geospasial Tematik dan Informasi 

Geospasial Tematik 

 

Pasal 94 

Penyimpanan dan pengamanan DG Tematik dan IGT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan 

prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Pasal 95 

(1) Prasarana dan sarana berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 

harus memenuhi persyaratan. 
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(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. tempat dan lokasi penyimpanan yang aman dan 

tidak membahayakan keberadaan DG Tematik dan 

IGT yang disimpan; 

b. kontrol lingkungan ruang penyimpanan yang 

disesuaikan dengan jenis DG Tematik dan IGT yang 

disimpan; dan 

c. pencegahan dan perlindungan terhadap potensi 

bahaya yang dapat mengakibatkan rusak atau 

hilangnya DG Tematik dan IGT. 

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. ruang penyimpanan; 

b. perangkat pendukung ruang penyimpanan berupa 

pengatur suhu dan kelembaban; 

c. perangkat pengamanan ruang penyimpanan berupa 

perangkat autentikasi akses dan pemadam 

kebakaran; 

d. sistem pengelolaan ruang penyimpanan; 

e. ruang perawatan dan pemulihan; 

f. ruang pelayanan; dan 

g. ruang alih media. 

(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. media penyimpanan DG Tematik dan IGT; 

b. media penyimpanan duplikat DG Tematik dan IGT 

digital; 

c. perangkat lunak penyimpanan untuk DG Tematik 

dan IGT digital; 

d. sistem dan aplikasi antarmuka pengelolaan basis 

data geospasial; 

e. perangkat perawatan dan pemulihan; 

f. perangkat dan aplikasi alih media data analog ke 

digital;  

g. sistem pengelolaan basis data dan aplikasi 

pengelolaan katalog; dan/atau 

h. sistem manajemen pengguna. 
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Pasal 96 

Media penyimpanan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a terdiri atas: 

a. media penyimpanan digital; dan 

b. media penyimpanan analog. 

 

Pasal 97 

(1) Media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 96 huruf a digunakan untuk DG Tematik 

dan IGT yang berbentuk digital. 

(2) Media penyimpanan digital sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas  

a. komputer; 

b. server; 

c. storage; 

d. tape; 

e. media penyimpanan berbasis cloud; dan/atau 

f. bentuk media penyimpanan digital lainnya. 

 

Pasal 98 

(1) Media penyimpanan analog sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 96 huruf b digunakan untuk DG Tematik 

dan IGT yang berbentuk analog. 

(2) Media penyimpanan analog sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain berupa lemari, rak, dan/atau media 

penyimpanan analog lainnya. 

(3) DG Tematik dan IGT yang disimpan dalam media 

penyimpanan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus dilakukan penataan melalui penempatan indeks, 

pelabelan, dan pencantuman Metadata dan/atau riwayat 

data. 
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Paragraf 3 

Pengamanan Data Geospasial Tematik dan Informasi 

Geospasial Tematik 

 

Pasal 99 

(1) Pengamanan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93 merupakan upaya untuk 

melindungi DG Tematik dan IGT dari berbagai hal yang 

dapat menghilangkan, merusak dan/atau tindakan yang 

tidak diinginkan dari pengguna yang tidak berhak. 

(2) Pengamanan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. DG Tematik dan IGT; dan 

b. sarana dan prasarana penyimpanan DG Tematik 

dan IGT.  

 

Pasal 100 

(1) Pengamanan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) meliputi: 

a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan logic; dan 

c. pengamanan administratif. 

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui: 

a. kendali terhadap akses ruang penyimpanan, 

pemasangan teralis, kunci ganda, pemasangan 

kamera pengawas, dan peralatan pengamanan fisik 

lainnya; dan 

b. membuat replikasi penyimpanan DG Tematik dan 

IGT yang sinkron dengan penyimpanan utama pada 

lokasi penyimpanan yang berbeda. 

(3) Pengamanan logic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan melalui penggunaan kode enkripsi dan 

perubahannya yang terdokumentasikan serta memenuhi 

aspek kerahasiaan, keutuhan, autentikasi, dan 

nirpenyangkalan. 
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(4) Pengamanan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan melalui penerapan proses 

administrasi untuk menjamin keabsahan DG Tematik 

dan IGT dengan mengacu pada kebijakan, standar, dan 

prosedur operasional pengamanan DG Tematik dan IGT 

yang dikecualikan atau informasi berklasifikasi. 

 

Paragraf 4 

Pengaksesan Kembali 

 

Pasal 101 

(1) DG Tematik dan IGT yang telah disimpan harus dapat 

diakses kembali oleh pengguna sesuai dengan hak akses 

yang dimiliki. 

(2) Sistem pengaksesan kembali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sistem pengaksesan kembali untuk DG Tematik dan 

IGT digital; dan 

b. sistem pengaksesan kembali untuk DG Tematik dan 

IGT analog. 

(3) Pengaksesan kembali untuk DG Tematik dan IGT digital 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur 

dalam sistem manajemen pengguna. 

(4) Sistem pengaksesan kembali untuk DG Tematik dan IGT 

analog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dapat berupa katalog, sistem informasi, dan/atau lemari 

penyimpanan yang terorganisasi. 

 

Pasal 102 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan 

pengamanan DG Tematik dan IGT diatur oleh Penyelenggara 

IGT sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Penyebarluasan Data Geospasial Tematik dan Informasi 

Geospasial Tematik 

 

Pasal 103 

(1) Penyebarluasan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d merupakan 

kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan 

pertukaran DG Tematik dan IGT. 

(2) Ketentuan mengenai penyebarluasan DG Dasar dan IGD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan 

Pasal 48 berlaku mutatis mutandis terhadap 

penyebarluasan DG Tematik dan IGT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

Bagian Kelima 

Penggunaan Informasi Geospasial Tematik 

 

Pasal 104 

(1) Penggunaan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 

ayat (2) huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan IGT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

Penyelenggara IGT. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 105 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk 

Pembuatan Peta Dasar Skala Besar (Berita Negara Republik 
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-47- 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 154), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 106 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal 25 Agustus 2021 

 

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MUH ARIS MARFAI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2021 

  

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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